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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2025 Nomor 203);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2026 Nomor 204);

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2025 Nomor 62022) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2026 Nomor 62006);



24. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor
51005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 berjumlah Rp79.563.935.180.601,00 (tujuh puluh
sembilan triliun lima ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus
tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu enam ratus satu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp 71.450.673.065.697

2. Berkurang Rp (2.090.791.862.105)

Jumlah Pendapatan setelah Rp 69.359.881.203.592
Perubahan

b. Belanja

1. Semula Rp 74.285.299.931.740

2. Bertambah Rp 778.638.248.861

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 75.063.938.180.601

b Pembiayaan
1. Penerimaan

a) Semula Rp 9.875.623.866.043

b) Bertambah Rp 328.430.110.966
Jumlah Penerimaan setelah Rp 10.204.053.977.009
Perubahan
2. Pengeluaran

a) Semula Rp 7.040.997.000.000

b) Berkurang Rp (2.541.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran setelah Rp 4.499.997.000.000
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 5.704.056.977.009
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp 0
Perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah
dan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran [II A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah Uang;

4. Lampiran [II B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah Barang;

5. Lampiran IV A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial Uang;

6. Lampiran IV B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial Barang;

7. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;

8. Lampiran V B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat khusus;

9. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Belanja bagi Hasil;

10. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

11. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan
Gas Alam/Tambahan Dana bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

12. Lampiran IX  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam Rancangan Perda tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara; dan

13. Lampiran X Rekapitulasi dan  Sinkronisasi = Perubahan
Perkada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang disajikan berdasarkan
Sumber Dana.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 62010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI_D RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




